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ABSTRAK 

Rahmah Wulandari (2025)  Peran United Nations High Commisioner for 

Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pencari 

Suaka Etnis Rohingya Yang Berada Di Wilayah 

Kota Pekanbaru 

Penelitian ini mengkaji peran United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) Pekanbaru dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya 

yang berada di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian berangkat dari fakta 

bahwa Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang 

Status Pengungsi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status 

pengungsi. Kewenangan tersebut berada pada UNHCR yang hadir di Indonesia 

sebagai lembaga internasional yang menangani isu pengungsi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui 

wawancara , observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pertama, UNHCR berperan dalam melakukan Refugee Status 

Determination (RSD) untuk menetapkan status pengungsi. Kedua, menyediakan 

penampungan sementara. Ketiga, menjamin akses pendidikan bagi anak-anak 

pengungsi. Keempat, memberikan layanan kesehatan dasar. Kelima, melakukan 

koordinasi dengan pemerintah daerah serta International Organization for 

Migration (IOM). Namun, peran tersebut belum berjalan optimal karena adanya 

hambatan berupa keterbatasan fasilitas penampungan yang tidak layak, 

terbatasnya akses kesehatan, serta ketidakjelasan pemenuhan kebutuhan dasar 

pengungsi. Hambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi nasional serta 

ketergantungan UNHCR pada koordinasi dengan pemerintah daerah. 

Kata Kunci: Pencari Suaka, Rohingya, Pengungsi, Pekanbaru, Hak Asasi 

Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kawasan Asia Tenggara dikenal memiliki tingkat keanekaragaman 

budaya dan etnis yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Keragaman tersebut tercermin dari perbedaan etnisitas dan agama yang 

dianut oleh penduduk di berbagai wilayahnya. Kemajemukan ini 

menciptakan struktur sosial yang kerap terbagi ke dalam kelompok 

mayoritas dan minoritas di setiap negara. Setiap kelompok etnis 

memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal cara berpakaian, 

kebudayaan, keyakinan, bahasa, maupun latar belakang sejarah 

sosialnya. Meskipun keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan 

budaya, dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan gesekan sosial di 

tengah masyarakat. Dominasi kelompok mayoritas yang tidak 

diimbangi dengan sikap toleransi terhadap kelompok minoritas kerap 

berujung pada diskriminasi atau bahkan pengusiran terhadap kelompok 

tertentu. Akibatnya, sebagian kelompok minoritas terpaksa 

meninggalkan wilayah asalnya dan mencari suaka atau tempat 

perlindungan di negara lain.
1
 Perkembangan global mempengaruhi 

peningkatan mobilitas penduduk dari suatu negara ke negara lain 

                                                           
1
 Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, Peran International Organization for Migration 

(IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia, Volume 

4.,No.1.,(2023), h.41. 



2 

 

 

sehingga dapat menimbulkan dampak baik maupun dampak buruk bagi 

kehidupan dan kepentingan bangsa dan negara.
2
  

Konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat berdampak luas 

terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah stabilitas dan 

keamanan bagi warga negaranya sendiri. Negara Indonesia merupakan 

negara yang berdasarkan atas hukum dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara hukum” sehingga dapat diartikan bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara  yang demokratis dan menjunjung 

tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum 

diperlukan oleh manusia selaku pribadi untuk menjamin hak-hak 

pribadi seseorang seperti hak untuk hidup, melindungi kewenangan 

pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama 

manusia lainnya.
3
 Isu kontemporer dalam hubungan internasional saat 

ini yang banyak dibahas mengenai keamanan manusia, terutama dalam 

kedatangan pengungsi dari negara-negara berkonflik. Menurut data 

UNHCR yang tercatat sejak Juni 2022, Indonesia menerima banyak 

pengungsi yang dominan berasal dari negara Afganistan, Somalia dan 

Myanmar. Kedatangan pengungsi ini kebanyakan disebabkan karena 

terjadinya peperangan, konflik internal dan bahkan genosida dalam 

                                                           
2
 Ratih Sholeha, Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi 

(Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, (Skripsi: Universitas 

Lancang Kuning, 2023), h.1. 
3
 Riani Bakri dan Murtir Jeddawi., Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, Volume 4., 

No.2.,  (2022), h. 107. 
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negaranya yang menyebabkan masyarakatnya melakukan perpindahan 

populasi dalam skala besar ke negara lain untuk mendapatkan bantuan 

dan keamanan.
4
  

Perjuangan yang dialami oleh para pencari suaka Rohingya untuk 

meninggalkan tempat tinggal atau negara asalnya tidaklah semudah 

yang dibayangkan. Dalam proses pelarian menuju perbatasan 

Bangladesh, mereka kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan serta 

tindakan deportasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu 

maupun aparat bersenjata. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk 

menghalangi warga Rohingya meninggalkan wilayah Myanmar dan 

mencapai negara tujuan yang diharapkan dapat menjadi tempat 

perlindungan. Seiring dengan berlanjutnya konflik yang terus 

memanas di Myanmar, situasi tersebut memunculkan permasalahan 

baru, yakni meningkatnya jumlah pencari suaka Rohingya yang 

melarikan diri ke berbagai negara di kawasan ASEAN, seperti 

Malaysia dan Indonesia, untuk mencari tempat yang aman dan layak 

huni.
5
  

Suaka dalam bahasa asing disebut asylum, ypada dasarnya 

merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu 

negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya.
6
 

Menurut UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), 

                                                           
4
 Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, loc.cit, h.41. 

5
 Irdan Syahrul, Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh, 

(Skripsi: Universitas Bosowa Makassar,2018), h.2. 
6
 Winanda Kusuma dan A.Cery Kurnia, Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Pengaturan 

Hukum Internasional, Volume 3., No. 1, h. 41. 
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pencari suaka adalah seseorang yang mengklaim dirinya sebagai 

pengungsi, namun statusnya belum ditetapkan secara resmi, karena 

permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi serta 

perlindungan internasional masih dalam proses penilaian atau 

pertimbangan. Pencari suaka adalah orang asing yang memiliki kartu 

pengungsi dari perwakilan UNHCR di Indonesia, dimana yang berhak 

memberi suaka atau memberikan status sebagai pencari suaka adalah 

UNHCR. Orang-orang yang memenuhi persyaratan suaka adalah 

mereka yang mendapatkan perlakuan buruk di negara asalnya karena: 

1. Ras 

2. Kebangsaan 

3. Agama 

4. Opini politik 

5. Keanggotaan kelompok atau aktivis sosial tertentu.
7
 

  Dalam terminologi hukum pengungsi, terdapat dua kategori 

pengungsi yaitu : Pertama, Pengungsi Mandat (diberikan kepada 

pengungsi di negara-negara yang belum menjadi peserta pada 

Konvensi 1951). Kedua, Pengungsi Konvensi (penetapan prosedur 

status pengungsi yang sepenuhnya diberikan kepada negara yang 

sudah menjadi peserta konvensi. Faktor terbesar bagi para pengungsi 

dan pencari suaka meninggalkan negara mereka dan mencari suaka ke 

                                                           
7
 Ibid., h. 43. 
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negara lain adalah faktor keamanan dan kondisi negara mereka dalam 

keadaan perang atau konflik bersenjata. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima kedatangan 

pencari suaka dan pengungsi, namun posisinya hanya sebagai negara 

transit, bukan negara tujuan akhir. Dalam konteks hukum 

internasional, permasalahan mengenai pengungsi diatur melalui 

Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967. Akan tetapi, 

Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak ataupun meratifikasi 

kedua instrumen hukum internasional tersebut. Akibatnya, Indonesia 

tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan atau 

menentukan status peinguingsi seicara reismi. Oleih kareina itui, para 

pencari suaka maupun peinguingsi yang beirada di wilayah Indoneisia 

hanya dapat tinggal seimeintara waktui seibeiluim meilanjuitkan peirjalanan 

meinuijui neigara tuijuian yang meimiliki keiweinangan dan komitmein 

teirhadap Konveinsi dan Protokol teirseibuit. Meskipun Indonesia belum 

meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap 

melakukan penanganan permasalahan pengungsi dan pencari suaka 

dari luar negeri. Dalam mengikatkan diri pada perjanjian internasional, 

Indonesia menganut teori dualisme, artinya Indonesia menganggap 

hukum internasional dan hukum nasional bukanlah satu kesatuan. 

Sehingga dalam pengimplementasian terhadap hukum nasional 

dibutuhkan suatu perundang-undangan agar hukum tersebut dapat 

berlaku. Adapun konsekuensi jika Indonesia meratifikasi Konvensi 
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1951 dan Protokol 1967 adalah negara akan terikat kewajiban hukum 

untuk memenuhi hak-hak pencari suaka pengungsi, yang dapat 

menimbulkan beban sosial dan ekonomi misalnya dalam pemenuhan 

hak pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, namun juga akan 

memberikan kewenangan dan dukungan dalam menetapkan status 

pengungsi. Selain itu, ratifikasi juga akan memperkuat peran Indonesia 

dalam perlindungan hak asasi manusia dan memungkinkan kerjasama 

internasional untuk penempatan pencari suaka dan pengungsi di negara 

ketiga.
8
 

 Dalam hal keiweinangan peineintuian statuis peinguingsi ataui yang 

diseibuit Reifuigeiei Statuis Deiteirmiation hanya bisa dilakuikan oleih Uiniteid 

Nations High Commissioneir (UiNHCR) beirdasarkan mandatnya yang 

diteitapkan dalam statuinya tahuin 1950.
9
 Namun, karena Indonesia 

belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, penentuan 

status yang dilakukan UNHCR memakan waktu yang sangat lama, 

sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi indikasi pelanggaran 

HAM seperti serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam 

waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah.
10

 

                                                           
8
 Agastya Fatchtur Royyan et.al., Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention 

Relating To The Status Of The Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi 

Internasional, Volume 4., No. 1, h. 37-38.  
9
 Andres Hizkia Lengkey Lihu et.al., Pemberian Suaka Menurut Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Volume 12., No. 5, h.1. 
10

 Andi Rosyda Muraga et.al., Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak 

Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang 

Status Pengungsi, Volume 8., No. 3, h. 95. 
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Meiskipuin Indoneisia beiluim meiratifikasi Konveinsi 1951 dan 

Protokol 1967, Indoneisia meimiliki atuiran huikuim yang diguinakan oleih 

peimeirintah khuisuisnya peijabat imigrasi uintuik meingatuir peirsoalan 

peincari suiaka dan peinguingsi adalah suirat eidaran IMI-1489.UiM.08.05 

yang dikeiluiarkan oleih Dirjein Imigrasi pada tahuin 2010. Suirat eidaran 

teirseibuit meingatuir bahwa seitiap imigran peincari suiaka tidak akan 

dideiportasi, meireika akan diruijuik kei UiNHCR dan diizinkan uintuik 

tinggal di Indoneisia seilama meireika meimiliki seirtifikat peinguingsi yang 

dikeiluiarkan oleih UiNHCR. Meireika juiga akan dibeibaskan dari ruimah 

deiteinsi deingan peirseituijuian dari peijabat imigrasi, dan seilanjuitnya akan 

disuippoeirt oleih IOM atauipuin UiNHCR. Bagi meireika yang ditolak 

peirmohonannya (seibaga peinguingsi) oleih UiNHCR, maka akan 

dimasuikkan kei ruimah deiteinsi, dikeinakan deinda dan/ataui dideiportasi. 

11
 

UiNHCR meiruipakan organisasi khuisuis PBB yang dibeintuik uintuik 

tuijuian meilinduingi dan meinjamin HAM seirta uipaya meimanuisiawikan 

para peinguingsi inteirnasional, seibagai akibat dari suiatui peipeirangan 

atauipuin konflik beirseinjata yang beirkeipanjangan, peirtikaian inteirnal 

dan beirbagai peirsoalan dalam neigeiri lainnya. UiNHCR dibeintuik 

seibagai seibuiah manifeistasi peineigakan HAM dimana meimpuinyai 

peiran khuisuis dalam peineigakan HAM yang meinyangkuit peinanganan 

peinguingsi . PBB teilah meimbeintuik UiNHCR guina meimeinuihi hak-hak 

                                                           
11

 Irdan Syahrul, Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh, 

(Skripsi: Universitas Bosowa Makassar), h.5-6. 
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para peinguingsi seibagaimana teirtuiang dalam Deiklarasi Uiniveirsal Hak 

Asasi Manuisia (DUiHAM). Pada buitir keiduia DUiHAM diseibuitkan hak-

hak teirseibuit meincakuip hak uintuik hiduip, hak uintuik meindapatkan 

keibeibasan dan keiamanan pribadi, dimana kondisi yang seipeirti ini tidak 

didapatkan oleih meireika di neigaranya seindiri dan juiga tidak mampui 

dibeirikan oleih peimeirintah.
12

 

UiNHCR ini seicara khuisuis meinangani peinguingsi, peincari suiaka, 

orang-orang tanpa keiwarganeigaraan, dan peinguingsi inteirnal. Tuigas 

dari UiNHCR seipeirti yang diseibuitkan didalam Konveinsi 1951 dan 

Protokol 1967 teintang Statuis Peinguingsi, meilipuiti teintang peineintuian 

statuis peinguingsi, reilasi deingan peimeirintah dan peiningkatan kapasitas, 

keirjasama dan peirlinduingan beirbasis komuinitas, soluisi kompreiheinsif, 

dan meinceigah keiadaan tanpa keiwarganeigaraan.
13

 Pada tanggal 14 

Deiseimbeir 1950 dalam Statuita UiNHCR diteitapkan fuingsi UiNHCR 

yakni meimbeirikan peirlinduingan inteirnasional dibawah nauingan PBB 

keipada para peinguingsi. Seicara khuisuis peiran UiNHCR ada 4 yaitui 

seibagai inisiator, fasiliator, meidiator&konsiliator dan deiteirmination.
14

 

Peineintuian statuis peinguingsi di Indoneisia beiluim meiratifikasi Konveinsi 

PBB 1951, namuin Indoneisia meimiliki instruimeint huikuim nasional 

yang meinyingguing masalah peinguingsi yakni didalam Pasal 28 G ayat 

                                                           
12

 Fifit Ayu Kartika Sari, Peran United Nations High Comissioner for Refugees 

(UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia, (Skripsi: Universitas 

Brawijaya), h.8. 

  
13

 David Fernando et.al, Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR 

(United Nations High Commisioner For Refugees), Volume 11., No.11, (2021),h.58-60. 
14

 Hendrik O Melatunan etc, Pengaturan Tentang Pengungsi dan Tanggung Jawab 

UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi, Volume 3., (2024), h. 1070. 
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1 UiUiD 1945 yang meinyatakan “Seitiap orang beirhak uintuik beibas dari 

peinyiksaan ataui peirlakuian yang meireindahkan deirajat martabat 

manuisia dan beirhak meimpeiroleih suiaka politik dari neigeiri lain.”
15

  

UiNHCR di Indoneisia juiga diatuir di dalam Peiratuiran Preisidein 

Nomor 125 Tahuin 2016 Teintang Peinanaganan Peinguingsi Dari Luiar 

Neigeiri seibagaimana diseibuitkan seibagai beirikuit: 

Pasal 2 ayat (1) :Peinanganan peinguingsi dilakuikan 

beirdasarkan keirjasama antara peimeirintah 

puisat deingan Peirseirikatan Bangsa-Bangsa 

meilaluii Komisariat Tinggi Uiruisan 

Peinguingsi di Indoneisia dan/ataui organisasi 

inteirnasional. 

Pasal 2 ayat (2) :Organisasi inteirnasional seibagaimana 

dimaksuidkan pada ayat (1) meiruipakan 

organisasi inteirnasional di bidang uiruisan 

migrasi ataui di bidang keimanuisiaan yang 

meimiliki peirjanjian deingan peimeirintah 

puisat.
16

 

Meinuiruit data dari UiNHCR geilombang peirtama peincari suiaka eitnis 

Rohingya tiba di neigara Indoneisia itui pada tahuin 2009, geilombang 

peirtama datangnya peincari suiaka Rohingya kei Indoneisia deingan 

                                                           
15

 LBH Makassar, Memahami Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi, artikel dari 

https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagi-pengungsi/. 

Diakses pada 13 Juli 2018. 
16

 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar 

Negeri, Pasal 2 Ayat (1-2). 

https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagi-pengungsi/
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meingguinakan peirahui, juimlah warga Rohingya yang meinguingsi kei 

Indoneisia ada seikitar 2.000 orang. Masyarakat Rohingya adalah 

masyarakat minoritas muislim yang teilah meinjadi sasaran keikeirasan 

dan peilanggaran hak asasi manuisia yang beirat di Myanmar seilama 

beibeirapa deikadei. Peincari suiaka Rohingya meilarikan diri dari 

Myanmar dalam geilombang-geilombang meinyuisuil peiriodei 

keitidakamanan yang meiningkat, dan pada tahuin 2017 teircatat 

bahwasanya ratuisan ribui orang meilarikan diri dalam waktui singkat. 

Banyak peincari suiaka Rohingya meincari peirlinduingan dan 

keiseilamatan di neigara-neigara teitangga Myanmar seipeirti Bangladeish, 

Malaysia, India, dan Indoneisia. Dalam duia builan teirakhir tahuin 2023, 

seikitar 1.700 peincari suiaka eitnis Rohingya meindarat di Aceih. 

Masyarakat Aceih meireispons deingan baik dan meinyeidiakan bantuian 

peinyeilamatan jiwa keipada peinguingsi yang seidang beirada dalam 

keisuilitan. UiNHCR teiruis beirkoordinasi deingan peimeirintah dan 

peimangkui keipeintingan lainnya uintuik meimastikan peirlinduingan dan 

keiseilamatan peincari suiaka eitnis Rohingya.
17

 Seilain Provinsi Aceih 

yang dijadikan teimpat beirlinduing oleih peincari suiaka Rohingya, 

Peikanbarui meinjadi salah satui Provinsi yang didatangi dikareinakan 

Provinsi Riaui teirleitak beirdeikatan deingan neigara ASEiAN seipeiri 

                                                           
17

 Muhammad Yanuar Farhanditya, Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran 

UNHCR, artikel dari https://www.unhcr.org/id/node/12 . Diakses pada 23 Februari 2024.  

https://www.unhcr.org/id/node/12
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Malaysia dan Singapuira. 
18

 Namuin dalam meilaksanakan tuigasnya 

dalam kasuis meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya di Provinsi Riaui 

teipatnya di Kota Peikanbarui, teirdapat keitidakmaksimalan peiran 

UiNHCR seibagai leimbaga tinggi duinia yang meinangani kasuis 

peinguingsi dari neigara-neigara konflik seipeirti Myanmar.  

Keitidakmaksimalan peiran ini dapat dilihat dari tidak teirjaminnya 

hak-hak peincari suiaka Rohingya atas peinghiduipan yang layak di 

Neigara pihak peineirima peinguingsi. Para peincari suiaka teirseibuit masih 

hiduip dalam keitidakjeilasan meingeinai statuis meireika di suiatui Neigara 

teimpat meireika meinguingsi.
19

 Ada beibeirapa kasuis yang dialami oleih 

peincari suiaka eitnis Rohingya diantaranya yaitui peinolakan peimindahan 

kei teimpat peinampuingan barui, keisuilitan dalam meimeinuihuii keibuituihan 

dasar kareina peinampuingan yang beiluim optimal seirta meiruisak fasilitas 

yang teilah dibeirikan, masuik keidalam peirkarangan ruimah warga seirta 

meingambil hasil keibuin warga seiteimpat tanpa izin. 

Dari peirmasalahan yang teilah dipaparkan diatas, seiharuisnya 

UiNHCR seibagai leimbaga teirtinggi inteirnasional meilakuikan 

peimbeilaan seirta meimbeirikan sanksi keipada peincari suiaka yang teilah 

meilakuikan tindakan kriminalitas. Dari uipaya yang tidak maksimal 

yang dilakuikan UiNHCR dalam meimbeirikan peirlinduingan bagi peincari 

suiaka eitnis Rohingya meinyeibabkan tidak teirpeinuihinya hak-hak 

peinguingsi mauipuin peincari suiaka atas jaminan peinghiduipan yang 

                                                           
18

  Helen Palisca, Eksistensi Status Pengungsi Rohingya Di Wilayah Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2025), 

h.8. 
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layak di teimpat meireika meinguingsi. 

Dari latar beilakang masalah yang teilah digambarkan di atas, maka 

peinuilis teirtarik uintuik meilakuikan peineilitian skripsi yang beirjuiduil 

“PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR 

REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENCARI 

SUAKA ETNIS ROHINGYA YANG BERADA DI WILAYAH 

KOTA PEKANBARU.” 

B. Batasan Masalah 

Agar peineilitian ini leibih teirfokuis dan tidak meiluias dari 

peimbahasan dimaksuidkan, maka peineilitian ini meimbataskan ruiang 

lingkuip peineilitian keipada Uiniteid Nations High Commissioneir for 

Reifuigeieis dalam meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada 

di wilayah kota Peikanbarui. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peiran Uiniteid Nations High Commissioneir for Reifuigeieis 

(UiNHCR) meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di 

wilayah Kota Peikanbarui? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Uiniteid Nations High 

Commissioneir for Reifuigeieis (UiNHCR) dalam meinangani peincari 

suiaka eitnis Rohingya yang beirada di wilayah Kota Peikanbarui? 

                                                                                                                                                               
19

 Irdan Syahrul, Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh, 

(Skripsi: Universitas Bosowa Makassar), h.7. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Uintuik meingeitahuii bagaimana peiran Uiniteid Nations High 

Commissioneir for Reifuigeieis (UiNHCR) dalam meinangani 

peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di wilayah Kota 

Peikanbarui. 

b. Uintuik meingeitahuii hambatan yang dihadapi Uiniteid Nations 

High Commissioneir for Reifuigeieis (UiNHCR) dalam meinangani 

peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di Kota Peikanbarui. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan 

manfaat baik seicara teioritis mauipuin praktis yaitui seibagai 

beirikuit: 

a. Manfaat Teioritis 

Uintuik dapat meimbeirikan suimbangsih peimikiran seirta 

peingeimbangan dalam bidang keiilmuian, khuisuisnya dalam 

ilmui huikuim. Diharapkan deingan adanya peinuilisan ini dapat 

dijadikan bahan acuian meingeinai peiranan UiNHCR dalam 

meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peimeirintah, seibagai bahan acuian dan masuikan 

dalam meinangani peinguingsi ataui peincari suiaka. 
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2. Bagi peinuilis, seibahai ilmui yang beirmanfaat dan uintuik 

meinambah wawasan dalam bidang ilmui huikuim yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan peinguingsi. 

3. Bagi masyarakat uimuim, seibagai sarana informasi yang 

beirmanfaat meingeinai tindakan apa saja yang dilakuikan 

UiNHCR peirwakilan Kota Peikanbarui teirhadap peinguingsi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak Asasi Manuisia adalah  seisuiatui yang dimiliki seicara muitlak 

oleih manuisia seibagai suibjeik huikuim dan teirhadap seisuiatui yang 

meinjadi haknya itui. Ia meimpuinyai keibeibasan yang dijamin oleih 

atuiran huikuim uintuik meilaksanakan seisuiatui apapuin tanpa halangan 

dari pihak manapuin. Seijatinya Hak Asasi Manuisia itui seilalui 

beirkait deingan keiwajiban bahkan sifatnya meingikat (binding) bagi 

orang lain. Di dalam huikuim Hak Asasi Manuisia, keiwajiban asasi 

teirseibuit keindatipuin tidak dalam rangka suiatui huibuingan huikuim, 

orang-orang lain teitap beirada dalam posisi teirikat akan 

keiwajibannya uintuik meinghormati Hak Asasi Manuisia orang lain.
20

 

Hak Asasi Manuisia juiga dimaknai seibagai norma-norma leigal 

yang meimbeirikan dorongan uintuik meilinduingi seitiap manuisia 

dimanapuin dari peilanggaran ataui peingkhianatan politik, huikuim 

mapuin sosial. Deifinisi Hak Asasi Manuisia meinuiruit para ahli 

seibagai beirikuit: 

a. Meinuiruit John Lockei 

Hak Asasi Manuisia adalah hak-hak alamiah manuisia (natuiral 

rights) seipeirti hak uintuik hiduip, hak keimeirdeikaan, dan hak 

                                                           
20

 A.Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 

2017), Cet. Ke-1, h.50-51. 
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milik. 

b. Meinuiruit Eileianor Rooseiveilt 

Hak Asasi Manuisia adalah hak-hak dasar yang dibawa manuisia 

seijak lahir yang meileikat pada eiseinsinya seibagai manuisia. 

c. Meinuiruit Peiteir R. Baeihr 

Hak Asasi Manuisia adalah hak-hak dasar yang suidah ada 

dalam seitiap manuisia yang dapat diguinakan uintuik 

peirkeimbangan dirinya. Hak-hak ini beirsifat muitlak dan tidak 

bisa diganggui guigat.
21

 

Dalam peinyeileinggaraannya, Hak Asasi Manuisia meimiliki beibeirapa asas-asas 

teirteintui yaitui: 

a. Asas Kemelekatan (Alianable Principle) 

Hak Asasi Manuisia yang meileikat pada hakikat dan keibeiradaan manuisia 

seibagai makhluik Tuihan Yang Maha Eisa seihingga tidak dapat dicabuit dan 

diabaikan oleih siapapuin. 

b. Asas Kesetaraan (Equality Principle) 

Seitiap individui manuisia meimiliki keiduiduikan yang seideirajat ataui seitara 

deingan individui manuisia lainnya. 

c. Asas Nondiskriminasi (Nondiscrimination Principle) 

Suiatui prinsip dasar yang meineintuikan bahwa seitiap manuisia adalah sama 

seibagai ciptaan Tuihan Yang Maha Eisa tanpa meimbeidakan agama, ras, 

                                                           
21

 Nurliah Nurdin dan Asrtika Ummy Athahira, Hak Asasi Manusia Gender dan 

Demokrasi, (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022), Cet. Ke-1, h.20-21. 
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warna kuilit, keiwarganeigaraan, keiyakinan politik, dan lain seibagainya. 

d. Asas Universal 

Seimuia orang diduinia meimiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. 

e. Asas Eternal 

Suiatui prinsip dasar yang meineintuikan bahwa Hak Asasi Manuisia 

eiksisteinsinya meileikat pada hakikat dan keibeiradaaan manuisia seicara teiruis 

meineiruis. 

f. Asas Saling Keterbukaan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi 

Suiatui prinsip dasar yang meineintuikan bahwa eisksisteinsi prinsip-prinsip 

Hak Asasi Manuisia meimiliki keiteirhuibuingan, keiteirgantuingan dan tak 

teirbagi antar satui deingan lainnya.
22

 Hak Asasi Manuisia meincakuip hal-hal 

yang diseidiakan bagi keihiduipan manuisia yaitui beiruipa: 

1. Keibeibasan uintuik beiraktivitas dan beireikspeirsi. 

2. Keibeibasan dari kondisi-kondisi teirteintui seipeirti peirbuidakan, 

peinyiksaan, keirja paksa. 

3. Hak atas peilayananan seipeirti keiseihatan, peikeirjaan. 

4. Peirlinduingan bagi keilompok reintan seipeirti keilompok 

difabeil, peireimpuian dan anak-anak, peinguingsi.
23

 

2. Teori Hukum Internasional 

Huikuim Inteirnasional adalah kuimpuilan keiteintuian huikuim 

yang beirlakuinya dipeirtahankan oleih masyarakat inteirnasional. 

                                                           
22

 A. Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia,  Op.Cit., h.63-67. 
23

 Nurliah Nurdin dan Asrtika Ummy Athahira, Hak Asasi Manusia Gender dan 

Demokrasi,  Op.Cit., h.22.  
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Seibagai kuimpuilan keiteintuian huikuim, huikuim inteirnasional 

meiruipakan bagian dari huikuim dan seibagai bagian dari huikuim, 

huikuim inteirnasional meimeinuihi uinsuir-uinsuir yang meineitapkan 

peingeirtian huikuim yakni kuimpuilan keiteintuian yang meingatuir 

tingkah lakui orang dalam masyarakat yang beirlakuinya 

dipeirtahankan oleih eixteirnal poweir masyarakat yang 

beirsangkuitan.
24

  

Meinuiruit Mochtar Kuisuimaatmadja meindeifeinisikan huikuim 

inteirnasional adalah  keiseiluiruihan kaidah dan asas yang meingatuir 

huibuingan ataui peirsoalan yang meilintasi batas neigara antara: 

neigara deingan neigara, neigara deingan suibjeik huikuim lain buikan 

neigara ataui suibjeik huikuim buikan neigara satui sama lain.
25

  

Dalam huikuim inteirnasional itui seindiri teirdapat suibjeik-suibjeik 

huikuim ataui seibagai peimeigang hak dan keiwajiban dalam huikuim 

inteirnasional. Suibjeik huikuim meinuiruit Mochar Kuisuimaatmadja 

yaitui pihak-pihak yang mana seigala aktivitas ataui tindakannya 

diatuir seihingga pihak-pihak ini meimpuinyai weiweinanang dalam 

meilakuikan aktivitasnya beirdasarkan huikuim positif yang ada. 

Adapuin suibjeik-suibjeik huikuim inteirnasional meinuiruit Mochtar 

Kuisuimaatmadja dan R. Agoeis teirbagi meinjadi 8, yaitui: 

a. Neigara (Stateis) 

b. Tahta Suici ( Vatican/ Thei Holy Eimpeiror)  

                                                           
24

 Ahmad Syofyan, Hukum Internasional, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan 

Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022), Cet. Ke-1, h.2. 
25

 Ahmad Syofyan, Loc.Cit., h.4. 
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c. Organisasi Inteirnasional (Inteirnational Organizations) 

d. Palang Meirah Inteirnasional (Inteirnational Committeiei of thei 

Reid Cross) 

e. Kauim Peimbeirontak (Beilligeireints; Insuirgeints) 

f. Individui 

g. Peiruisahaan Muiltinasional (Muiltinational Corporation) / 

Peiruisahaan Transnasional (Transnational Corporation) 

h. Organisasi non-peimeirintah (Non-goveirnmeint Organizations) 

 Tuijuian pokok huikuim inteirnasional meinuiruit Samsuihaeidi 

Adimiwiria adalah: 

a. Meimeilihara peirdamaian dan keiamanan inteirnasional. 

b. Meimajuikan keipeintingan uimuim dari warga masyarakat 

inteirnasional dan meingeimbangkan keiseijahteiraan uimuim uimat 

manuisia. 

c. Meingeimbangkan huibuingan-huibuingan beirsahabat dan 

keirjasama di seigala biddang-bidang antar bangsa-bangsa. 

d. Meingeimbangkan peinghormatan atas hak-hak dan keibeibasan 

asasi manuisia dan peinghormatan atas ruilei of law dan keiadilan. 

e. Meinyeileinggarakan tata keihiduipan masyarakat inteirnasional 

deimikian ruipa seihingga meimbeirikan keimuingkinan bagi uimat 

manuisia uintuik meinyeimpuirnakan keipribadiannya dan 
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meimajuikan deirajat keihiduipan di seigala bidang seibagai bangsa 

beiradab dan beirbuidaya.
26

 

3. Teori Hukum Pengungsi Internasional 

 Huikuim peinguingsi inteirnasional adalah bagian dari huikuim 

inteirnasional puiblik yang meingatuir meingeinai hak dan keiwajiban 

meingeinai peinguingsi inteirnasional. Huikuim peinguingsi muilai 

tuimbuih dan beirkeimbang pada tahuin 1920-an.
27

 Peirtuimbuihan dan 

peirkeimbangan dari huikuim peinguingsi yang tadinya hanya seibatas 

meimbeirikan bantuian keimanuisiaan bagi keilangsuingan hiduip saja  

yang keimuidian meinjadi meinjadi peinyeileisaian seicara teitap dan 

beirjangka panjang. Peimbakuian teirhadap peinguingsi inteirnasional 

teirjadi pada tahuin 1951 seijak dilahirkannya Konveinsi Jeineiwa 

meingeinai Statuis Peinguingsi tahuin 1951. Hal ini meinjadi awal muila 

dimana peinguingsi dalam konseip uiniveirsal diakomodir seicara 

uiniveirsal.
28

  

 Meinuiruit Aleixandeir Beieits dan Gil Loeischeir dalam 

tuilisannya yang beirjuiduil Reifuigeieis in Inteirnational Reilations 

meimbeirikan peinjeilasan bahwa peinguingsi adalah orang-orang yang 

                                                           
26

 Azhar dan Abdul Halim, Hukum Internasional Sebuah Pengenalan, (Palembang: Unsri 

Press, 2020), Cet. Ke-1, h.13-14. 
27

 Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2021), Cet.Ke-1, 

h.91. 
28

 Irsan Koesparmono, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), Cet.Ke-1, h.84. 
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meilintasi peirbatasan inteirnasional uintuik meilarikan diri dari 

peilanggaran hak asasi manuisia dan konflik. 
29

 

Seiseiorang agar dapat dikateigorikan seibagai peinguingsi jika teilah 

meimeinuihi syarat-syarat yang teilah diteintuikan, misalnya dalam 

Konveinsi 1951 meinyatakan bahwa peineintuian statuis peinguingsi itui 

suidah ada seibeiluim yang beirsangkuitan dinyatakan seicara reismi. 

Oleih kareina itui, peingakuian seiseiorang meinjadi peinguingsi 

seibeinarnya tidak meimbuiat orang itui meinjadi peinguingsi teitapi 

peingakuian hanya meinyatakan bahwa dia adalah peinguingsi. 

 Peineitapan seiseiorang meinjadi peinguingsi seibeinarnya 

meiruipakan proseis yang teirjadi dalam duia tahap, yaitui: 

a. Peineimuian ataui peineitapan yang meineintuikan bahwa dari fakta 

yang ada meimang orang teirseibuit adalah Reifuigeiei. 

b. Fakta dihuibuingkan deingan peirsyaratan-peirsyaratan dalam 

Konveinsi 1951 dan Protokol 1967. Seiteilah itui, dihuibuingkan 

apakah yang beirsangkuitan meiruipakan peinguingsi ataui tidak.
30

 

  Dalam meilihat huikuim inteirnasional Konveinsi 1951 dan 

Protokol 1967 meingeinai peinguingsi, Indoneisia buikan meiruipakan 

neigara yang meiratifikasi Konveinsi 1951 namuin atas dasar 

keimanuisiaan dan teirtib atuiran inteirnasional, Indoneisia 

meingizinkan peinguingsi yang seibagaimana IOM yang beirtangguing 

                                                           
29

 Hizkia Heinrich Herry Nelissen., et al, Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi 

Menurut Final Act Of United Nations Conference Of Plenipotentiaries On The Status Of 

Refugees And Statesless Person And Protokol 1967, Volume 9., No.8., (2021), h.27. 
30

 Ibid h.28-29. 
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jawab dalam meinangani peimeinuihan hak peinguingsi teirmasuik eitnis 

Rohingya. Organisasi teirseibuit beirkoordinasi deingan peimeirintah 

puisat, daeirah, mauipuin masyarakat lokal yang meinjadi teimpat 

peinampuingan peinguingsi uintuik meimbeirikan fasilitas keibuituihan 

makan seirta layanan keiseihatan pada eitnis Rohingya.
31

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabeil 1. Peineilitian Teirdahuilui 

 

Juiduil Peirsamaan Peirbeidaan 

1. Heilein Palisca, 

2025 deingan 

Juiduil 

Eiksisteinsi 

Statuis 

Peinguingsi 

Rohingya Di 

Wilayah Kota 

Peikanbarui 

Beirdasarkan 

Peirspeiktif 

Huikuim 

Peinguingsi 

Peineilitian ini sama-

sama meimbahas 

meingeinai peiran 

UiNHCR dalam 

meinangani peincari 

suiaka eitnis Rohingya 

yang beirada di Kota 

Peikanbarui. 

 

Peirbeidaan peineilitian 

teirdahuilui deingan 

peineilitian ini yaitui 

peineilitian teirdahuilui 

meineikankan pada 

eiksisteinsi statuis 

peinguingsi Rohingya 

seidangkan peineilitian 

ini meimbahas peiran 

dari UiNHCR dan 

Ruideinim dalam 

meinangani peincari 

suiaka eitnis Rohingya 

                                                           
31

 Fifit Ayu Kartika Sari, Op.Cit, h.23. 
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Inteirnasional. 

 

yang beirada di Kota 

Peikanbarui. 

 

2. Fifit Ayui 

Kartika Sari, 

2016 deingan 

Juiduil Peiran 

Uiniteid Nation 

Commissioneir 

for Reifuigeieis 

(UiNHCR) 

Dalam 

Meinangani 

Peinguingsi 

Eitnis Rohingya 

di Indoneisia. 

 

Peineilitian ini sama-

sama meimbahas 

peiran UiNHCR 

dalam meinangani 

peincari suiaka eitnis 

Rohingya. 

 

Peirbeidaan peineilitian 

teirdahuilui deingan 

peineilitian ini teirleitak 

pada fokuis 

peineilitiannya, pada 

peineilitian teirdahuilui 

meimbahas peiran 

UiNHCR meinangani 

peincari suiaka eitnis 

Rohingya yang 

beirada di Indoneisia, 

seidangkan peineilitian 

ini meimbahas peiran 

UiNHCR dan 

Ruideinim Kota 

Peikanbarui dalam 

meinangani peincari 

suiaka eitnis Rohingya 

yang beirada di 

wilayah Kota 
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Peikanbarui. 

3. Irdan Syahruil, 

2018 deingan Juiduil 

Peiran Uinhcr 

Dalam Meinangani 

Peinguingsi 

Rohingya Di Aceih. 

Peineilitian ini sama-

sama meimbahas 

peiran UiNHCR 

dalam meimbeirikan 

peirlinduingan peincari 

suiaka mauipuin 

peinguingsi eitnis 

Rohingya. 

Peirbeidaan peineilitian 

ini deingan peineilitian 

teirdahuilui yaitui 

teirleitak pada lokasi 

objeik yang diteiliti 

peineilitian teirdahuilui 

meimbahas 

peirlinduingan peincari 

suiaka eitnis Rohingya 

yang beirada di Aceih 

seidangkan peineilitian 

ini meimbahas peiran 

UiNHCR dalam 

meinangani peincari 

suiaka eitnis Rohingya 

yang beirada di Kota 

Peikanbarui. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian ini adalah peineilitian huikuim eimpiris. Meinuiruit 

Salim HS dan Eirlieis Seiptiana Nuirbaini peineilitian huikuim eimpiris 

adalah peineilitian huikuim yang meingkaji dan meinganalisis teintang 

peirilakui huikuim individui ataui masyarakat dalam kaitannya deingan 

huikuim dan suimbeir data yang diguinakan beirasal dari data primeir. 

Peineilitian huikuim eimpiris adalah suiatui meitodei peineilitian huikuim yang 

beirfuingsi uintuik meilihat huikuim dalam artian nyata dan meineiliti 

bagaimana beikeirjanya huikuim di lingkuingan masyarakat.  

Beirdasarkan peinjeilasan di atas, diharapkan peinuilis dapat meinjadi hasil 

dalam meimeicahkan peirmasalahan yang teirjadi. Hal ini meinjadi dasar 

peinuilis uintuik meilakuikan peininjauian kei lapangan uintuik meimahami 

seirta meingkaji data yang didapatkan dari UiNHCR peirwakilan Kota 

Peikanbarui seihingga bisa meimaparkannya di dalam tuilisan ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dipandang dari seigi proseiduir yang diteimpuih peinuilis dalam 

aktivitas peineilitian, proposal skripsi ini meineirapkan peindeikatan 

kuialitatif. Peineilitian kuialitatif adalah peineilitian yang dituijuikan uintuik 

meindeiskripsikan dan meinganalisis feinomeina, peiristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, keipeircayaan, peirseipsi, peimikiran orang seicara individuial 

mauipuin keilompok (Syaodih Suikmadinata).  
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Dalam peineilitian kuialitatif, data dipeiroleih dari beirbagai 

suimbeir deingan meingguinakan Teiknik peinguimpuilan data yang 

beirmacam-macam dan dilakuikan seicara teiruis-meineiruis sampai data 

yang diteilitit teilah seisuiai. Peineilitian deingan meingguinakan meitodei 

kuialitatif meineikankan analisis proseis beirfikir seicara induiktif yang 

beirkaitan deingan dinamika huibuingan antara feinomeina yang diamati 

dan seinantiasa meingguinakan logika ilmiah. Peineilitian ini 

meingguinakan peindeikatan huikuim sosiologis deingan meilakuikan 

wawancara dan obseirvasi. Peindeikatan ini beirtuijuian uintuik meingeitahuii 

bagaimana Peiran Uiniteid Nations Commissioneir for Reifuigeieis 

(UiNHCR) dan Ruimah Deiteinsi Imigrasi (Ruideinim) Kota Peikanbarui 

dalam meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di Kota 

Peikanbarui. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian ini adalah di kota Peikanbarui teipatnya di 

camp peinampuingan eitnis Rohingya yang teirleitak di Jalan O.K.M, 

Keiluirahan Simpang Tiga, Keicamatan Buikit Raya, Kota Peikanbarui, 

Provinsi Riaui dan Kantor UiNHCR peirwakilan Peikanbarui yang beirada 

di Jalan HR. Seiobrantas, Panam, KM.10,5, Sidomuilyo Barat, Tuiah 

Karya, Keicamatan Tampan, Kota Peikanbarui, Provinsi Riaui. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Popuilasi 

 Meinuiruit Suigiyono popuilasi adalah wilayah geineiralisasi yang 

teirdiri dari objeik ataui suibjeik yang meinjadi kuiantitas dan karakteiristik 

teirteintui yang diteitapkan oleih peineiliti uintuik dipeilajari dan keimuidian 

ditarik keisimpuilannya.
32

 Adapuin popuilasi dalam peineilitian ini adalah 

seiluiruih peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di camp 

peinampuingan Kota Peikanbarui. 

2. Sampeil 

Suigiyono meimbeirikan peingeirtian bahwa sampeil adalah Seibagian 

dari juimlah dan karakteiristik yang dimiliki oleih popuilasi.
33

 Bila 

popuilasi beisar, peineiliti tidak muingkin meimpeilajari seimuia yang ada 

pada popuilasi, misalnya kareina keiteirbatasan dana, teinaga dan waktui, 

maka peineiliti dapat meingguinakan sampeil yang diambil dari popuilasi 

itui.  

Teiknik peingambilan sampeil yang dipakai adalah Teiknik puirposivei 

sampling. Meinuiruit Suigiyono Puirposivei sampling adalah Teiknik 

peingambilan sampeil suimbeir data deingan peirtimbangan teirteintui.
34

 

Sampeil yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah: 

 

                                                           
32

 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan 

Praktik), (Semarang: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-3, h.231. 
33

 Ibid., h.232. 
34

 Jihansyah Ani.,et al, Pengaruh Citra Merek, Promo dan Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-commerce Tokopedia di Kota Manado, Volume 9., No. 

2., (2021), h.667. 
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a. Keipala UiNHCR peirwakilan Kota Peikanbarui. 

b. Peinguingsi dari eitnis Rohingya yang beirada di peinampuingan 

Kota Peikanbarui yang beirjuimlah 30 orang yang dilakuikan 

deingan meitodei random. 

Tabeil 2. Popuilasi dan Sampeil 

No. Jeinis Popuilasi Juimlah Preiseintasei 

Popuilasi Sampeil 

1.  Keipala UiNHCR 

peirwakilan Peikanbarui. 

1 1 100% 

2.  Peinguingsi dari eitnis 

Rohingya yang beirada 

di peinampuingan Kota 

Peikanbarui. 

300 30 10% 

 

E. Data dan Sumber Data 

Adapuin suimbeir data dalam peineilitian ini, yaitui: 

1. Data Primeir 

Bahan bahan huikuim yang meimpuinyai keikuiatan meingikat 

seicara yuiridis yang teirdiri dari:  

a) Norma dasar (Pancasila). 

b) Peiratuiran dasar (Batang tuibuih UiUiD, TAP MPR). 

c) Peiratuiran Peiruindang-uindangan. 

d) Huikuim yang tidak dikodifikasi (Huikuim adat, huikuim islam). 
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e) Yuirispuideinsi. 

2. Data Seikuindeir 

Bahan-bahan yang eirat kaitannya deingan bahan huikuim 

primeir dan dapat meimbantui meinganalisis dan meimahami bahan 

huikuim primeir, misalnya rancangan peiratuiran peiruindang-

uindangan, peiruindang-uindangan yang tidak beirlakui, hasil karya 

ilmiah para sarjana, juirnal dan seibagainya. 

3. Data Teirsieir 

Beiruipa kompleimeinteir uintuik bahan huikuim seikuindeir dan 

teirsieir, contohnya kamuis huikuim (Black’s Law Dictionary), indeiks 

dan bibliografi.
35

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teiknis peinguimpuilan data yang diguinakan dalam peineilitian ini 

adalah: 

a. Obseirvasi, meiruipakan meitodei peinguimpuilan data deingan cara 

meingamati seicara langsuing objeik peineilitian.
36

 

b. Wawancara, Meinuiruit Eisteirbeirg wawancara meiruipakan 

peirteimuian duia orang uintuik beirtuikar informasi dan idei meilaluii 

Tanya jawab, seihingga dapat dikontruiksikan makna dalam 

suiatui topik teirteintui. Wawancara meiruipakan meitodei 

peinguimpuilan data yang meingguinakan cara Tanya jawab 

sambil beirtatap muika deingan objeik peineilitian uintuik 

                                                           
35

 Ibid., h.216.  
36

 Ibid., h.223. 
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meimpeiroleih keiteirangan yang diinginkan.
37

 

c. Stuidi Keipuistakaan, yaitui teiknik peinguimpuilan data deingan 

meilakuikan peineilaahan teirhadap buikui, liteiratuirei, catatan, seirta 

beirbagai laporan yang beirkaitan deingan masalah yang ingin 

dipeicahkan. 
38

 

G. Teknik Analisis Data 

Teiknik analisis data yang diguinakan dalam peineiltian ini adalah 

analisis kuialitatif. Seilanjuitnya, meitodei peinarikan keisimpuilan yang 

diguinakan dalam peineilitian ini adalah meitodei deiskriptif. Meitodei 

deiskriptif beirtuijuian uintuik meindeiskripsikan apa yang teirjadi 

seibagaimana meistinya pada saat peineilitian dilakuikan.

                                                           
37

 Ibid., h.226. 
38

 Aris Dwi Cahyono, Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepustakaan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit, Volume 2.,No. 1, (2020), h.4-5. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. UiNHCR meiruipakan organisasi khuisuis PBB yang dibeintuik uintuik 

tuijuian meilinduingi dan meinjamin HAM seirta uipaya meimanuiasiawikan 

para peinguingsi inteirnasional seibagai akibat dari suiatui peipeirangan 

atauipuin konflik beirseinjata yang beirkeipanjangan, peirtikaian inteirnal 

dan beirbagai peirsoalan dalam neigeiri lainnya. Peiran UiNHCR dalam 

peinanganan peinguingsi diatuir oleih Huikuim Inteirnasional teiruitama 

dalam Konveinsi 1951 dan Protokol 1967. Peiran uitama dari UiNHCR 

adalah uintuik meimbeirikan soluisi inteirnasional dalam meinghadapi 

peirmasalahan peinguingsi ineirnasional. Seilain peirlinduingan huikuim, 

UiNHCR juiga memiliki fungsi utama yaitu memberikan perlindungan 

dan bantuan kkeimanuisiaan yang meincakuip teimpat tinggal, layanan 

keiseihatan dan peindidikan bagi peinguingsi. UiNHCR meimiliki tangguing 

jawab huikuim uintuik meimbeirikan peirlinduingan inteirnasional keipada 

peinguingsi dan beirsama-sama deingan peimeirintah uintuik meincari soluisi 

peirmanein teirhadap maslaah yang dihadapi peinguingsi. Adapuin peiran 

UiNHCR dalam meinangani peincari suiaka Rohingya yaitui meilakuikan 

Reifuigeiei Statuis Deiteirmination (RSD), uintuik menetapkan penentuan 

statuis peinguingsi, meinyeidiakan peinampuingan seimeintara, meimbeirikan 

akseis peindidikan bagi anak-anak peinguingsi seirta meinjamin peilayanan 
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keiseihatan dasar meilaluii keirja sama deingan peimeirintah daeirah dan 

leimbaga inteirnasional seipeirti IOM. 

2. Hambatan uitama yang dihadapi UiNHCR Kota Peikanbarui dalam 

meinangani peincari suiaka eitnis Rohingya yang beirada di Kota 

Peikanbarui, adalah keiteirbatasan fasilitas peinampuingan seimeintara yang 

kuirang layak dan beiluim meimeinuihi standar keimanuisiaan Inteirnasional. 

Para peincari suiaka Rohingya masih meighadapi masalah seiriuis seipeirti 

kuirangnya meindapatkan akseis air beirsih, aliran listrik, sanitasi dan 

teimpat tinggal yang aman seirta layak huini. Seilain itui, teirdapat keindala 

juiga dalam aspeik peimbeirian peilayanan keiseihatan kareina tidak seimuia 

fasilitas meidis dapat meineirima peincari suiaka Rohingya, seihingga 

meimbatasi akseis meireika teirhadap peingobatan. Hambatan-hambatan 

ini meinuinjuikan bahwa peiran dari UiNHCR beiluim seipeinuihnya optimal, 

kareina adanya keiteirikatan koordinasi deingan peimeirintah daeirah dan 

pihak lain yang meimpeirlambat peimeinuihan keibuituihan dasar 

peinguingsi. 

 

 

 

  

B. Saran 

1. Bagi UNHCR Pekanbaru 

UNHCR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pencari suaka dengan memperkuat koordinasi bersama 

pemerintah daerah dan lembaga internasional lainnya. Hal ini 

penting mengingat masih ditemukannya kendala berupa 

keterbatasan fasilitas penampungan, akses air bersih, sanitasi, 
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listrik, serta layanan kesehatan yang belum memadai. Evaluasi 

berkala terhadap kebutuhan dasar pengungsi diperlukan agar 

pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan standar 

kemanusiaan. 

2. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru 

Pemerintah daerah diharapkan lebih berperan aktif dalam 

mendukung upaya penanganan pencari suaka Rohingya, terutama 

terkait penyediaan fasilitas umum dan kesehatan yang layak. 

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, peran 

pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memberikan 

dukungan regulatif dan administratif kepada UNHCR agar 

penanganan pengungsi berjalan efektif dan tidak menimbulkan 

potensi konflik sosial dengan masyarakat sekitar. 
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